
RINGKASAN 

Teddy Ferdian, Ptongawasan Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan J>engadministrasiannya 

Pudu Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, di bawnh bimbing11r1 Ors. 11. Aritin 

Lubis, MM., Ak. Scbaga1 Pcmbimbing I clan Drs. Ali Usman Siregar sebaga1 

P.:mbrmbing II. 

Pajak adalah iuran k1.pada negam (yang dapat dJpaksakan) yang 11.:rhutang oleb 

yang \\a Jib membayam) a menurut peraturan-peraturan dengan trdak mendapat prestasr 

kcmbalr yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk rncmbiayai 

pcngeluaran-pengeluaran umurn yang berhubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan Salah satu puni.rutan pajak ynng dilakukan oleh 

P.:merintah adalah PPh Pasal 25 Sadan. 

PPh Pasal 25 Sadan merupakan salab satu jenis paJak yang dJ\�11j1bkan bag1 

wajib pajak badan yang mempunyai status usaha tunggal dan pw;at. Untuk wajrb pajak 

bad1n yang mempunya1 status usaha cabang biasanya kewaJiban pcrp3Jakan untuk PPh 

Pasal 25 Badan dilakukan oleh kantor pusat dari badan usaha t.:rsebut. Wajib pajak 

badan mempunyai kcwnjiban untuk mcnyctorkan angsuran PPh l'usul 25 Badan (jika 

memiliki angsuran) dan melaporkannya pada Kantor Pclayanan Pajak setempat s..:tiap 

bulannya. Penyctoran Pajak d1 bank-bank yang telah d1tun1uk otau d1 kontor pos 

d1lakukan seuap bulann)a paling lambat tanggal 15 bulan benkutnyo Sedangkan 

pclaporan Surat Pembentahwm (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat 

d1lakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 
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Ada kerumitan tersendm dalam mcnghnung PPh Pasal 25 13adan Walaupun 

pada prinsipnya PPh Pasal 25 Oadan d1hi1ung berdasarkan SPT Tahunan PPh Pas31 25 

Badan yang disampaikan oleh W:l.Jlb pajak, narnun bukan bernr1i hanya SPT Tahunan 

PPh Badan tersebut yang 1m:njad1 dasar penghitungaa PPh Pa..c;al 25 Badan. Ada sebab-

sebab tertentu yang mcnycbab!..an berubahnya angsuran PPh Pusal 25 Badan. 

Penghitungan sendin angsurun PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan olch waj1b pajak 

rnenuntut keJehan dan Dm:ktorat Jenderal Pajak (liskus) dalarn mema:.ukan bahwa 

pt.-nghitungan PPh Pasal 25 Sadan tersebut telah dilakukan secara benar Untuk iru 

d1pcrlukan adanya peogawasan tcrhadap angsuran PPh Pasal 25 Bndan yang d1laporkan 

waj1b pajak ke KPP Medan Polonia. Pengawasan tcrsebut bukan hanya dalarn hal 

pcnghitw1gan PPh Pasal 25 Sadan, tctapi juga pemberitahuan kepada wajib pajak jika 

tcl)ad1 perubahan angsurun, scna pengadmimstrnsian PPh Pasal 25 Badon secara benar. 

Bcrdasarkan hasil pcncliuan yang dilakukan pada Kamor P :layanan Pajak 

Medan Polonia Medan. dapat d1simpulkan bahwa : 

PPh Pasal 25 Badan memegang peranan yang cukup penting dalam menmgkatkan 

pcnerimaan m gara di sektor paJak. 01 tahun 2003, pcnerimaan PPh Pasal 25 Sadan 

sebcsar Rp 63.141,64 juta atau 25,11% dan penghasilan PPh seluruhnya dan 

22,47% dari penerimnan scmua jenis pajak. Sedangkan 2004, pcncnmaan P0h Pasal 

25 Sadan scbcsar Rp 139.877,69 juta atau 40,21% dan pcnghas1lan PPh dan 

52,47% dan penenmaan scmua JCnis pajak. Dari perbandmgan pencnmaan PPh 

Pasal 25 Sadan tahun 2003 dan 2004 tersebut juga dapa1 d1hha1 bahwn tt:rjadi 

pemugkatan pcnenmaan PPh Pasal 25 Sadan sebesar 121,53°0 
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2. Mas1h tcrdapat potensi yang cukup besar dari wa11b pajnlr.� d1 KPP Medan 

Polonia dalam meningkatkan peaerimaan negara di sektor pajak. 

3 Pengawasan dan pengadminisrras1an angsuran PPh Pasal 25 Sadan pada dasarnya 

1elah dilakuJ..an oleh h.PP Medan Polonia dengan cukllp !Jail. dan sesum dengan 

ketetapan Oirel.'tur Jenderal Pajak yang berloku. Hal ini dapat dilihot dari 

peningl.ntan penerimnan PPh Pasal 25 Badan di KPP Medan Polonia Namun dalam 

pelaksanaannya 1uga terdapat beberapa kckurangan yang terjadi di KPP Polonia 

Bcrdasarkan kcsimpulan di atas, pcnulis mencobu memberi saran yung mung)dn 

ada manfaatnya bagi �ebagai berikut 

I. KPP Medan Polonia dapat memaksimalkan penatausahaan buku tabelaris dalam 

rangka memaksimalkan pengawasaa terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak 

yang udak melakuJ..an kewajiban perpajakannya seperti menyetor pajak dan 

melaporkan pcmba}aran masa PPb Pasal 25 Badan. 

2. Berkaitan dcngan cukup banyaknya alamat wajib pajak yang ada pada data base 

KPP Medan Polonia 1emya1a ridak sesuai dengan keadaan sebenamya, diperlukan 

kerja sama antara seksi PPh Badan dan seksi TUP KPP Medan Polonia dalam 

melakukan update data wajib pajak agar sesuai dengan keadaan sebenamya. 

3. KPP Medan Polonia dapat melakllkan pcmerataan tugas dari setlap petugas sekst 

PPh Sadan 

4. KPP Medan Polonia dapat memaksimalkan jumlah petugas ya11g ada dengan 

volume pekerjaan yang harus dilakukan 
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